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ABSTRACT
An audit opinion is an auditor's professional statement regarding the fairness of the
financial information presented in a financial report based on the following criteria
including: (i) compliance with laws and regulations, and (ii) effectiveness of the internal
control system. This study aims to analyze and find empirical evidence related to internal
control system and compliance with laws and regulations on audit opinions on regional
government financial reports. This research was carried out in all local governments in
the Riau region during 2021-2023. The sample consisted of 39 audit reports from the Riau
Province Representative Financial Audit Agency on 13 Regional Government Financial
Reports for 2021-2023. The sample was determined using total sampling as the population
was less than 100. Data analysis was conducted using a multiple linear regression model
with the SPSS application. The study results indicate that: 1) internal control system has
no significant effect to audit opinion of regional government financial reports; and 2)
compliance with legislation has no significant effect to audit opinion of regional
government financial reports.
Key Words: Internal Control System, Compliance with Legislation, Audit Opinion of
Regional Government Financial Reports

ABSTRAK
Opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria antara
lain: (i) kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, dan (ii) efektivitas sistem
pengendalian intern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti
empiris terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-
undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini
dilaksanakan pada seluruh pemerintah daerah di wilayah Riau selama tahun 2021-2023.
Sampel penelitian adalah 39 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Riau atas 13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021-
2023. Penentuan sampel menggunakan total sampling karena jumlah populasi kurang dari
100. Data dianalisis menggunakan model analisis linear berganda dengan aplikasi SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh
signifikan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah; dan 2) Kepatuhan
kepada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit
laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-
undangan, Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
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BAB |
PENDAHULUAN

Setiap Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh suatu Badan
Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang menyatakan bahwa bahwa
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Bentuk dan isi
laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Standar
Akuntansi Pemerintahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah dan membuat suatu
laporan hasil audit keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk mencapai
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemeriksa BPK dalam
melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan mengungkapkan
sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Dalam
memberikan opini, BPK melakukan penilaian yang didasarkan pada kriteria: (1)
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, (3)
kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian
intern.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, diatur bahwa sistem pengendalian intern adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya



tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

Pengaturan secara khusus atas penilaian kepatuhan kepada peraturan perundang-
undangan dalam proses pemberian opini laporan keuangan dimuat dalam Peraturan BPK
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang
menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus
mengungkapkan telah melakukan pengujian atas kepatuhan kepada peraturan perundang-
undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.
Selain menggunakan SPKN, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menjadi pedoman bagi BPK untuk dijadikan dasar dalam memberikan sebuah opini
terhadap pengelolaan keuangan negara, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang
relevan dengan pengelolaan keuangan daerah pada tahun saat dilakukan pemeriksaan.

Selama tahun 2022-2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan audit
masing-masing pada 39 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) wilayah Riau untuk
tahun 2021-2023. Pemerintah Daerah di Riau terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi, 2
Pemerintah Kota, dan 10 Pemerintah Kabupaten. Dengan kondisi Pemerintah Daerah di
Riau yang cukup kompleks dari signifikansi nilai APBD, Pemerintah Daerah di Riau
menunjukkan tren peningkatan opini wajar tanpa pengecualian dalam kurun waktu tiga
tahun terakhir. Peningkatan opini laporan keuangan pemerintah daerah tersebut terjadi
karena efektivitas sistem pengendalian intern yang semakin baik dan komitmen kepatuhan
satuan kerja perangkat daerah kepada peraturan perundang-undangan. Hasil audit atas
LKPD tersebut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa
Pengecualian Penekanan Suatu Hal (WTP PSH), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
dengan total 696 permasalahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada
peraturan perundang-undangan.

Setiyawati (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan
kepada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit pada
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah se-Banten. Sementara Alfiani
(2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan
perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit pada Pemerintah
Daerah se-Jawa Barat. Lebih lanjut, Safitri (2014) mennyatakan sistem pengendalian
intern tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sedangkan kepatuhan kepada
peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Kondisi yang
berbeda ditemukan pada penelitian Yusuf dan Gustina (2022) yang menyatakan bahwa
sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sedangkan
kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap
opini audit pada Pemerintah Pusat.

Terdapat perbedaan hasil penelitian (gap) pada penelitian-penelitian sebelumnya
terkait pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap opini audit laporan
keuangan, dimana terdapat peneliti yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern
dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap
opini audit, namun terdapat juga penelitian pada peneliti yang lain yang menemukan
bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan
tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kembali penelitian
dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Kepada Peraturan
Perundang-undangan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di
Wilayah Riau Tahun 2021-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan
menemukan bukti empiris terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan kepada
peraturan perundang-undangan yang disajikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah
di wilayah Riau tahun 2021-2023. Adapun rumus masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap opini audit
laporan keuangan pemerintah daerah?
b. Apakah kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan

terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah?
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah baik pusat maupun
daerah dalam upaya untuk meningkatkan komitmen pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel melalui efektivitas sistem pengendalian intern dan komitmen
untuk selalu menerapkan prinsip kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan.
Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan dapat menjadi
salah satu rujukan bagi para akademisi dan peneliti yang berminat untuk melakukan

penelitian lebih lanjut.
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